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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang bagaimana perencanaan keterbukaan informasi 

publik (pengklasifikasian informasi publik) di Komisi Peemberantasan Korupsi 

Republik Indonesia (KPK RI), peneliti menyimpulkan teori pendekatan sistem 

manajemen organisasi terbuka dapat diterapkan terhadap perencanaan keterbukaan 

informasi publik (pengklasifikasian informasi publik) di KPK RI untuk 

menemukan proses perencanaan yang digunakan KPK RI (Lembaga Non 

Struktural) sehingga berhasil menjadi peringkat 1 dalam keterbukaan informasi 

publik. Hal tersebut diukur dan dianalisa menggunakan konsep Piotrowski dan Liao 

Yuguo (2011:8-12) yang mengemukakan terdapat enam kriteria kualitas informasi 

sebagai masukan (input) pada pendekatan sistem manajemen organisasi terbuka.186 

Kemudian konsep Ulber Silalahi (2011:154-176) yang mengemukakan tentang 

empat tahap perencanaan yang harus dilakukan dalam proses perencanaan sebuah 

organisasi187 sebagai proses transformasi pada pendekatan sistem manajemen 

organisasi terbuka. Dan sebagai keluaran dari pendekatan sistem manajemen 

organisasi terbuka menggunakan konsep ketebukaan informasi publik dalam 

Undang-Undang No.14 tahun 2008 yang mengemukakan tentang informasi publik 

yang wajib diumumkan dan dikecualikan oleh badan publik.188 

                                                           
186 S.J. Piotrowski & Liao Yuguo, op cit., hal. 8-12. 
187 U. Silalahi, op cit., hal 154-176. 
188 Undang-Undang No.14 tahun 2008, op cit., hal.  
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses 

perencanan keterbukaan informasi publik (pengklasifikasian informasi publik), 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Informasi Publik  

Informasi publik adalah informasi yang dikemas dan dikelola oleh badan 

publik sebagai tugas dan fungsi pokoknya serta disampaikan kepada 

masyarakat dengan memperhatikan UU Keterbukaan Informasi Publik 

sebagai guidancenya dan informasi tersebut juga merupakan akuntabilitas 

badan publik kepada masyarakat, jadi informasi publik merupakan hak 

masyarakat. Informasi publik berkualitas di KPK lebih menekankan pada 

informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan dan berlandaskan pada 

asas keterbukaan informasi publik (lengkap, diperbaharui secara berkala, 

mudah dipahami, dan dapat diakses) dalam UU KIP. Informasi publik dapat 

diberikan kapan saja dan dimana saja sesuai dengan UU KIP. Informasi 

publik penting diberikan oleh badan publik karena merupakan akuntabilitas 

badan publik bersangkutan kepada masyarakat, sehingga tingkat 

kepercayaan publik terhadap badan publik tersebut juga tinggi dan dengan 

tinggi kepercayaan publik publik secara tidak langsung akan membuat 

masyarakat ikut berperan aktif.  

2. Kualitas Informasi Publik 

2.1 Informasi yang akurat 

Informasi publik yang akurat dan aktual sudah diberikan oleh KPK 

seperti dalam setiap operasi tangkap tangan juga selalu disampaikan 
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secara langsung selain itu pula terdapat kolom kegiatan KPK di dalam 

website dan twitter sehingga publik dapat tahu apa yang dilakukan KPK 

saat itu. Namun informasi kurang aktual menurut wartawan detik.com 

karena ketika dikonfirmasi mengenai pemeriksaan saksi, wartawan 

harus menunggu cukup lama hingga jubir memberikan keterangan 

tentang apa saja yang diperiksa.  

2.2 Informasi mudah diakses 

Kemudahan mengakses informasi publik KPK dikatakan sangat mudah 

karena KPK memberikan 4 pelayanan informasi yang ditujukan kepada 

masyarakat yaitu pengaduan masyarakat, laporan harta kekayaan 

penyelenggara negara, gratifikasi dan informasi publik. Dengan 

menggunakan smartphone kita dapat mengakses informasi yang 

dibutuhkan dan secara tatap muka juga disediakan konpers, doorstop, 

dsbnya. Namun menurut wartawan detik.com dalam mengakses 

informasi publik dengan pimpinan cukup susah diakses. 

2.3 Informasi harus lengkap 

KPK memberikan informasi publik yang sangat lengkap karena terdiri 

dari informasi publik yang wajib diberikan dan dikecualikan. Pujian 

justru dilontarkan oleh praktisi muda informasi publik yang mengatakan 

bahwa informasi publik yang disediakan KPK melebihi dari apa yang 

dituliskan oleh Undang-undang dan sangat terperinci. Seperti hal-hal 

yang jarang diumumkan oleh badan publik seperti pengadaaan barang 

dan jasa yang diwajibkan UU. 
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2.4 Informasi harus jelas dan mudah dipahami 

Informasi yang diberikan oleh KPK sangat jelas dan mudah dipahami 

walaupun menggunakan bahasa hukum. Informasi yang diberikan oleh 

KPK disampaikan kepada masyarakat dapat dipahami sampai tingkat 

masyarakat yang memiliki pendidikan hingga tidak berpendidikan serta 

informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan nantinya. 

2.5 Informasi selalu diperbaharui 

Informasi yang diberikan oleh KPK sangat sering diperbaharui 

tergantung jenis informasi yang terbuka atau tertutup. Contohnya adalah 

setiap hari jam 17.00 WIB KPK selalu memberikan konfrensi pers 

doorstop (memberikan informasi di depan gedung KPK) baik ada kasus 

atau tidak ada kasusu selalu memberikan informasi secara doorstop. 

Kemudian juga informasi dalam website selalui diperbaharui seperti 

jadwal sidang pemeriksaan tersangka. 

2.6 Informasi harus bebas biaya atau rendah biaya 

Informasi yang diberikan oleh badan publik biasanya diberikan secara 

gratis, namun hanya jika menggandakan dokumen dll biasanya biayanya  

ditanggung peminta informasi. Di KPK menurut keterangan dari hasil 

wawancara tidak mengeluarkan biaya sama sekali atau gratis. 

3. Proses Perencanaan 

3.1 Tetapkan tujuan 

 Dalam organisasi publik (KPK RI) sudah melakukan proses 

menetapkan tujuan, karena sangat jelas di KPK terdapat rencana 
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strategis (Renstra KPK 2015-2019) yang berisi visi, misi, sasaran, 

serta nilai dasar organisasi.  

 Visi Renstra KPK 2015-2019 sebagai berikut :  Bersama elemen 

bangsa, mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. 

 Misi Renstra KPK 2015-2019  yaitu Meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di 

Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan 

penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa. 

 Rumusan misi diawali dengan menyebutkan dua sasaran antara 

dalam mewujudkan Visi yaitu: 1) Meningkatkan efektivitas 

penegakan hukum dan 2) menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. 

 KPK menerapkan nilai-nilai lembaga dan individu yang terdiri dari: 

religiusitas, integritas, keadilan, profesionalisme, dan 

kepemimpinan. 

3.2 Formulasi Rencana Strategis 

Dalam proses perumusan renstra juga terdapat proses formulasi renstra 

menjadi strategi tingkat korporet, bisnis, dan fungsional.KPK sendiri 

terdapat 2 strategi yaitu tingkat korporet dan fungsional. Namun tidak 

terdapat rencana strategis tingkat bisnis. 

 Di tingkat korporet terdapat 4 sasaran strategis yang ingin dicapai 

yaitu:  menurunnya tingkat korupsi (ultimate goal); efektifinya 

penegakan hukum bidang tipikor; terbangunnya integritas 
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pemerintah, masyarakat, politik dan swasta; dan terbangunnya 

hubungan mitra kerjasama yang efektif. 

 Pada tingkat Fungsional terdapat beberapa perspektif dengan 

sasaran masing-masing diantaranya adalah Perspektif Proses 

Internal (Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), 

Perspektif Learning & Growth (Program Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya), dan Perspektif Finansial 

3.3 Kembangkan rencana operasional 

KPK merumuskan rencana strategis menjadi rencana operasional 

setalah itu mengembangkan menjadi rencana fungsional, rencana tetap 

dan rencana sekali pakai. 

 Untuk rencana fungsional KPK khususnya Biro Humas atau PPID 

terdapat 4 layanan publik yaitu pengaduan masyarakat, laporan harta 

kekayaan penyelenggara negara, gratifikasi dan informasi publik 

serta terdapat satu portal anti korupsi yaitu Anti-Corruption Clearing 

House. 

 Rencana tetap di KPK khususnya di PPID atau biro humas jika 

dipaparkan dalam kebijakan seperti kebijakan narasumber yang 

melayani pemohonan penelitian kepada KPK sesuai bidang masing” 

di KPK. Kemudian dalam hal SOP yaitu terdapat SOP pelayanan 

pengaduan masyarakat, laporan harta kekayaan penyelenggara 

negara, gratifikasi dan informasi publik. Mengenai peraturan yang 
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tidak tertulis adalah yang dapat memberikan keterangan adalah 

pimpinan atau jubir dan orang yang ditunjuk oleh humas. 

 Untuk rencana sekali pakai di KPK terdapat program, proyek, dan 

anggaran. Untuk program sendiri dicontohkan adalah Majalah 

Integrito, Media Sosial bertema setiap bulan dan Kepustakaan. 

Sedangkan untuk proyek sendiri Jurnal Integritas. Serta untuk 

anggaran kita terdapat laporan anggaran tahunan dan anggaran tahun 

berjalan. 

3.4 Implementasi dan evaluasi rencana 

Pada tahapan implementasi rencana KPK, PPID atau biro Humas 

sebagai garda paling depan dalam memberikan informasi berkualitas 

dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk tahap 

evaluasi sendiri KPK melakukan evaluasi setiap tahun dan melakukan 

uji konsekuensi informasi (Informasi publik bersifat terbuka (berkala, 

serta merta, dan setiap saat) dan tertutup (dikecualikan)). Tahapan 

Evaluasi ini meliputi evaluasi SOP Pelayanan, Uji konsekuensi 

informasi, internal PPID, dsb. Serta juga terdapat proses forecasting 

dengan menganalisis SWOT di KPK. 

4. Keterbukaan Informasi Publik (Pengklasifikasian Informasi Publik) 

4.1 Informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala 

Dalam menyediakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan 

secara berkala KPK sudah mengimplementasikan informasi tersebut 

secara lengkap di website kpk.go.id. Salah satu klasifikasi yang wajib 
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diumumkan badan publik secaara berkala yaitu apakah badan publik 

mengumumkan tentang profile, tupoksi, visi misi, struktur organisasi, 

LAKIP, dsb sudah diberikan oleh KPK. 

4.2 Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta 

Dalam implementasi langsung informasi yang wajib diumumkan secara 

serta merta di KPK didapati bahwa informasi sudah tersedia namun 

kurang disosialisasikan secara baik. Karena dari hasil wawancara 

dengan pengguna informasi publik di KPK didapati bahwa pengguna 

tidak tahu bahwa informasi publik yang diumumkan secara serta merta 

sudah ditempatkan di tempat-tempat strategis. Dalam implementasi 

informasi yang wajib diumumkan secara serta merta di KPK juga sudah 

dilakukan namun masih terdapat kekurangan karena informasi serta 

merta tidak ada walaupun informasi tersebut bersifat insidental. 

4.3 Informasi yang wajib tersedia setiap saat 

Informasi setiap saat yang disediakan oleh KPK sudah sangat baik hal 

tersebut terlihat dari telah tersedianya daftar informasi publik yang 

merupakan salah satu aspek penting atau syarat badan publik dalam 

memberikan informasi publik yang disediakan setiap saat.  

4.4 Informasi publik yang dikecualikan 

Dalam implementasi informasi publik yang dikecualikan KPK sudah 

dilakukan dengan memilah informasi publik yang terbuka dan 

dikecualikan melalui uji konsekuensi informasi. Namun, KPK juga 

seharusnya mencantumkan informasi apa saja yang dikecualikan dalam 
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daftar informasi publik khususnya dalam website, namun tidak 

dicantumkan sehingga pengguna informasi publik dapat beranggapan 

bahwa semua informasi dapat diminta dan akan diberikan. 

5. Umpan Balik 

Proses umpan balik pada KPK RI terdapat pada proses yang disebut Uji 

Konsekuensi Informasi yaitu setelah satu tahun memberikan pelayanan 

informasi publik, KPK di akhir tahun akan menguji informasi publik yang 

diberikan selama setahun kemudian memutuskan akan informasi publik 

tersebut masih bisa tetap diberikan sebagai informasi publik yang wajib 

diberikan atau menjadi informasi dikecualikan karena banyak konsekuensi 

setelah dikeluarkan. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan peneliti 

untuk proses perencanaan keterbukaan informasi (pengklasifikasian informasi 

publik) terdapat pada beberapa aspek diantaranya: 

1. Kualitas Informasi Publik  

Dalam memberikan akses informasi publik KPK diharapkan lebih aktual 

(lebih cepat) lagi dalam menyampaikan hasil pemeriksaan saksi atau 

tersangka. Kemudian dalam hal memberikan kemudahan dalam mengakses 

informasi publik khususnya kepada Pimpinan KPK lebih dipermudah. Dan 

dalam memberikan informasi publik secara lengkap, jelas dan mudah 

dipahami, selalu diperbaharui, dan bebas biaya tetap dipertahankan dan 
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ditingkatkan lagi untuk apa yang sudah menjadi standar implementasi 

informasi publik tersebut. 

2. Proses Perencanaan 

Dalam 4 tahapan proses perencanaan yaitu menetapkan tujuan, formulasi 

rencana strategis, mengembangkan rencana operasional dan implementasi 

dan evaluasi rencana sudah dilaksanakan dengan saat baik dan perlu 

ditingkatkan terus. Yang disarankan hanya satu yaitu pada proses menyusun 

formulasi rencana strategis harus ada rencana strategis level bisnis (tengah) 

karena dapat menjadi penyambung antara strategis level korporet dan 

fungsional sehingga menjadi lebih baik lagi. 

3. Keterbukaan Informasi Publik (Pengklasifikasian Informasi Publik) 

Dalam memberikan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala 

dan setiap KPK sudah sangat baik dan hanya perlu dipertahankan dan 

ditingkatkan terus menerus. Kemudian dalam memberikan informasi publik 

secara serta merta KPK diharapkan dapat lebih disosialisasikan lebih baik 

lagi dan tercantum dalam website. Berkaitan dengan informasi publik yang 

dikecualikan diharapkan KPK mencantumkan dalam daftar informasi 

publik jenis informasi apa saja yang dikecualikan agar pemohon informasi 

dapat mengerti informasi apa yang dapat dimohonkan dan tidak dapat 

dimohonkan. 
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